BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR '2  TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang a

Mengingat 1

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di Imgkungan
Pemerintah  Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklanjut dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Halmahera Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimiaksud pomi a atas, maka periu nienetapkai
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungs:1 serta Tata Kerja Dmas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Halmahera Selatan,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
R1 Nomwor 3850), sebagaunaina télah Qiubah Qéngan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di1 Provins1 Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 21, Tambalian Leinbaardn Negaia R 1 Nunios

4264),



Memperhatikan

Menetapkan

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daeran {Lembaran Negara Ri Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tahun 2015 Nomor 59),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisas: Perangkat Daerah (Lembaran Negara R
Tanuin 26010 Nomor 11%) seldgaiinenia teladn dmbdn
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran Negara  Republik indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lenibarani Dagian Kaoupaten Haliiaheéra Selatan Tahnwi
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah dmubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257 /OTDA
tertanggal 29 Jumi 2021 Pernthal Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BABI
KETENTUAN UMUM

~n

™
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Dalam Peraturan Bupati i1 yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
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Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupat:i Halmahera Selatan

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah seianjutnya aisebut DPRD, adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyeienggara

pemerintahan Daerah

6 Sekretaris Daerah adalah Sekretarnis Daerah Kabupaten Halmahera
Seiatan

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyeienggaraan pemerintahan daerah yang terdin dan Sekretanat

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah

dan Kecamatan

(& 4 I
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Duas atalah Duias réiibeidayaann Masyarakat dan Desa

9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10 Fungs1 adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
daiam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

12 Jabatan Fungsional adalah sekeloinpok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas berkaitan dengan pelayantan fuwigsional yang bewdasarkann pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

13 Jabatan Pelaksana adalah sekeloinpok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas pelaksanaan kegiatan peiayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

14 Unit Peiaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

melaksanakan keglatan teknis operasional tertentu yang secara

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Haimahera Selatan
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi
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kepada Bupati melalu1 Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisas1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdir
atas

a Dinas,
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1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2 Sub Bagian Keuangan, dan
3 Kelompok Jabatan Fungsional
¢ Bidang Pemerintahan Desa, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
d Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, dan Kelompok
Jabatan Fungsional,
e Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Desa, dan
Kelompok Jabatan Fungsional,
f Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dan
g Uil rélaksana Texins {OF 1)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran
Peraturan Bupati im

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

TINTAQ
LN

Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a, dippmpin oleh seorang Kepala Dinas dan
mempunyair tugas inembantu Bupati dalam melaksanakan urusan
peinerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi

1

2
3

52N

Perumusan bahan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

Perumusan dan peyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penataan Desa,
Perumusan dan penyelenggaraan pelaksanaan kebijjakan teknis
pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan leinbaga adat tingkat
Desa,

Perumusdan dan Fenyelenggaraan kebijakan pemberdayaan swiiber daya
manusia masyarakat pedesaan,

Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi
masyarakat Desa,

Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten,

Pengendalian kegiatan koordinas: pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi Peinerintahan Desa,

Pelaksanaan evaluast1 dan pelaporan penyelenggaraan Urusan
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9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksainakann peéruniiusail Konsep dail pelaksanaan kebyakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,
hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administras1 di
lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretariat menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebyakan, rencana, prograin, kegiatan
dan anggaran di ingkungan Dmas Peinberdayaan Masyarakat dan Desa,

2 Pembmmaan dan pembenian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
keiuniahitaniggan, daii pelayanan alinnesudas: i lnigkuwigan Duas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

3 Pengordinasian, pembmaan dan penataan organisast dan tata laksana di
hingkungan Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dmas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalhian Intern Pemerintah

(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

Peiyelénggaidan dan peélidiausSdiidan asel daii peéildydidn pengadddn

barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporan Keuangan Dmas,

8 Pengelolaan kepegawailan di lingkungan Dmas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluas: dan pelaporan sesuai dengan lmgkup
tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
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tugas dan fungsinya

Pasal 8
Sub Bagian Umuin dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf b angka 1, dippmpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
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bertanggung jawab kepada  Sekretarils dan ~mempunya tugas
menyeienggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Hasal g

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,

2 Penylapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi
umum dan kepegawaian,

3 Pengelolaan data kepegawalan dinas,

4 Peuypapan bahan mutas: pegawar dunas,

5 Penylapan kesejahteraan pegawai dinas,

6 Penyapan bahan pembinaan pegawai dmas,

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan
perpustakaan dinas,

9 Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,

11 Pelaksaiiaan pelayaiian adniustras: perkaiitoian,

12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian
umum dan kepegawaian, dan

14 Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Pasal 10
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris dan mempunyai tugas penylapan bahan pelaksanaan
dalam urusan pelayanan pengelolaan administras1 keuangan Dinas

Pasal 11
Dalani menyeienggaiakaii tugas sebagaiiiiania dniiaksud pada Pasal 1) Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi
1 Pelayanan dan Pengelolaan Administras: Keuangan Dinas,
2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dinas,
3 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan
pemeriksaaan keuangan,
Pelaksanaan verifikasi, akuntans: dan pelaporan keuangan, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

s
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Paragraf 3

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Pasal 12
Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis

bidang Pemerintahan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang
berlaku

Fasai 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,

Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa,

2 Perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa,

3 Penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa,

4 Penyelenggaraan  penyusunan data  base/profil Desa dalam

penyelenggaraan administras) Pemernintahan Desa,

Pelaksanaan fasilitast1 dan koordinast pembentukan, pemekaran,

penggabwigaii dan pengnapusail Desa,

Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa,

Penyelenggaraan fasilitas1 penetapan dan penegasan batas Desa,

Penyelenggarakan evaluasi perkembangan Desa dan lomba Desa,

Penyelenggarakan pengembangan kapasitas kepala Desa dan perangkat

Desa,

10 Penyelenggaraan pengembangan kapasitas anggota Badan
Permusyawaratan Desa,

11 Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan
ainggota Badan Perifiusyawaudtaii Desa,

12 Penyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,

13 Penyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi atas pendataan Indeks Desa
membangun,

14 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pemerintahan Desa, dan

15 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesua: dengan tugas
dan fungsinya

o
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Paragraf 4
BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Pasal 14
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas
merumuskan kebyjakan teknis Bidang Pemberdayaan Kelembagaan
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Pasal 15

Dalam menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksua pada Pasal 14,

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat,

2 Perumusan bahan kebijakan teknis di  Bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat,

3 Penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan adat
Desa, pelatthan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan
partisipatif serta penmgkatan peran serta masyarakat dalam penataan
dan pendayagunaaii iuang Kawasan peidesaat,

4 Penyelenggaraan pemberdayaan lembaga dan organisas1 berbasis
kemasyarakatan dan adat desa,

5 Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan Lembaga
masyarakat Desa,

6 Penyelenggaraan kebijakan teknis penmgkatan kapasitas kelembagaan
Lembaga masyarakat Desa,

7 Pelaksanaan fasilitasi penmgkatan partisipasi masyarakat dalam
program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,

8 Pelaksanaan pengelolaan data Gaiinfoniias: lenibaga giasyaiakat, adat,
budaya dan sosial,

9 Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan nilax budaya, agama, dan
keagamaan di masyarakat dan pelestarian adat, budaya dan sosial,

10 Penyelenggarakan pelatthan sumber daya manusia bagi Lembaga
Masyarakat Desa,

11 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Penataan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, dan

12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

AR e O
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Paragraf 5
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

Pasal 16
Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (i) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas
Mmerwiuskan Kebjakan tekius mdanig Pemberdayaain dani Fengeémbaiigan

Ekonomi Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 17
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,
Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Desa

menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Ekonomi Desa,

2 Perumusan bahan kebyakan teknis di Bidang Pemberdayaan dan

15, Y ) | (S Al e ) | PR PSR ) o\ T
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3 Penyelenggaraan fasiitas1 peningkatan produksi, mutu, potensi,
pemasaran lembaga ekonomi Desa,

4 Pelaksanaan pengkapan bahan dan fasilitas1 penanggulangan
kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha
Milik Desa,

5 Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan
pengembangan usaha ekonomi Desa,

6 Penyelenggaraan fasilitasi, supervisi dan pembmaan usaha ekonomi
masyarakat dalam rangka penmgkatan pendapatan ash Desa,

7 Pemantauan, evaluasti dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pembeddyaan dan Feiigembagail BKononu Desa, ddi

8 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oieh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 6
BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

Pasai 18
Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyar tugas
merumuskan kebijakan tekmis Bidang Pengeinbangan Kawasan Perdesaan
sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang beriaku

radal 12
Dalam menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,
Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengeinbangan
Kawasan Perdesaan,
2 Penyusunan bahan kebijakan teknis di1 Bidang Pengembangan Kawasan
Perdesaan,

3 Penyeienggaraan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana desa,

4 Penyusunan data base pedoman pengembangan kawasan perdesaan,

S5 Frasilitas: pemmventukeanl daii penguatan tim Kooiduiasi pembanguiiai
kawasan perdesaan,

6 Fasilitast pembentukan badan kerjasama antar desa dan penyusunan

pedoman kerjasama desa,

7 Pelaksanaan medias1 penyelesaian perselisthan kerjasama antar desa
dan desa dengan pihak ketiga,

8 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Kawasan Perdesaan,

9 Peiaksanaan fungs: lam yang diberikan oieh atasan sesuai dengan tugas

J_ . £ SO
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(2)
(3)
(4)
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BAB III

UN1T PELAKSANA TEKNIS
Pasal 20

Pada Dinas dapat dibentuk Umit Pelaksana Teknis (UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pengaturanlebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan
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BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 21
Kepala Dinas mmerupakan Jabatan Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon
I1b,
Sekretaris merupakan Jabatan Adininistrator atau Eselon Illa,
Kepala Bidang inerupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb,
Kepala Sub Bagian inerupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Peinbina Kepegawaian/Bupati

(1)

(2)

(3)

BABV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatain Fuiigsional

Pasal 23
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpman tinggl pratama, pejabat
administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas inelakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
Ketentuan peratuwan perunidaing-undangan,
Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunya: tugas
memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan



(4)

(9)

(10)

(11)

(12)

il

pimpinan tinggr pratama sesuar dengan bidang keahhan dan
keterampilan,

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi

Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjen jang kepada kepala dinas

Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagar Tim Kerja sebagaimana
sebagamana dunaksud pada ayat (4 ditetapkan qengan xKeputusail
Kepala Dinas

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir1 dan

a Ketua Tim, dan

b Anggota Tim

Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk peiaksanaan
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidang:

Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tmm kerja
sebagaumania dunaksud pada ayat {7) huruf b, dapat berasal daii
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada umit organisasi
tersebut atau diluar umt organisas;, untuk mengoptimalkan
pencapaian tujuan organisasi,

Pejabat Fungsional sebagai dampak dar1 penyetaraan jabatan dailam
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitkan nilai Angka Kredit 25%%
dan Angka Kredit Kumulatif

Jumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan bedasarkain kebutuiiain daui bebair Keija

Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 24

{1) Javatann Felaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon 1V) terkena
danipak dan peiaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Unit Kerja yang masith memiliki Jabatan Adinimstrator, jabatan

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Admimastrator atau Eseion III

Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Admunistrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg1 Pratama atau Eseion II
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(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dar1 pelaksanaan penyedernanaan birokrasi tetap berkedudukan aan
bertanggungiawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/
Bupati

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dengan Peraturan
Bupat: tersendin

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lhingkungan Dinas
Peinberdayaan Masyarakat dan Desa wapb menerapkan prinsip koordinass,
mntegrasi, dan sinkronisast baik di lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di hingkungan Dinas Pemnberdayaan Masyarakat dan
Desa serta dengan nstansi lamn di luar lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 26

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagt pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuh1 oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuar dengan ketentuan peraturan

PR o P PP
peruniGaiig- wiGarigaii

Pasal 27
Setiap Pimpmnan Satuan Organisasi di hngkungan Dmnas Peinberdayaan
Masyarakat dan Desa wajb mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan
laporan tepat pada waktunya sesuair dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 28
Setiap laporan yang ditenmma oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wapnb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk inenyusun
laporan lebih lanjut dan meimnberlkan petunjuk kepada bawahan
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BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dengan berlakunya peraturan Bupati 11, pejabat yang menduduki
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
jabatan baru sesuair dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati
ni

BAB VIII

FFTURTIVAT/MTT A AT TITIVATTT/MTTIT
NEALAN L VUNRIN ANV I UL

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisas:
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Keduduxan, Tugas [Fokoxk dain Susuiiani Cigdisas: Perdiigkat Daeali

Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 31
Peraturan Bupau 1m muiail beriaku pada tanggal amretapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Seiatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 webmsri 2023

BUPATI HALM AHERA SELATAN

o vt
1“ M'
\
R\ EAEL
USMAN SIDIK
Diundangkan di Labuha
pada tanggal ~© Pebruarl 2023
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAH?A SELATAN,

Nip 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR
Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUISDT HASAN SH MH
Nip 19830702 200812 1 002




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TANGGAL 16 pebrv.ori.2023

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB suB KELOMPOK
BAGIAN BAGIAN JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN FUNGSIONAL
| . l
BIDANG
BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
N
PEMERDIE’:TAAHA KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KAWASAN
MASYARAKAT EKONOMI PERDESAAN
DESA
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOX
SABATAN SABATAN SABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL r FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

BUPATI HALMAHERA SEDATAN




